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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Pelayaran di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung 

konektivitas dan pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan angkutan laut. 

Kegiatan angkutan laut diselenggarakan serta dilakukan secara terpadu, baik 

angkutan dalam negeri juga antarmoda, yang merupakan satu kesatuan sistem 

angkutan nasional. Kegiatan maritim dalam negeri dilakukan pada rute tetap 

(liner) dan dengan rute tidak tetap (tramper). Angkutan diperairan adalah kegiatan 

pengangkutan penumpang, barang, dan hewan melalui suatu wilayah perairan 

(laut, sungai, dan danau penyeberangan) dan teritorial tertentu (dalam negeri atau 

luar negeri) dengan menggunakan kapal untuk layanan khusus dan umum. 

Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani treyek tetap dan teratur di 

lakukan dalam jaringan trayek. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur 

dilakukan bersama oleh Pemerintah , Pemerintah daerah , dan asosiasi perusahaan 

angkutan laut nasional. Kegiatan angkutan laut dalam negeri berperan dalam 

mengoperasikan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera 

Indonesia serta di awaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.  

 

          Penetapan trayek kapal yang beroperasi di Indonesia yang ditetapkan 

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengacu pada Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Angkutan Laut. Perusahaan angkutan laut nasional yang 

mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur wajib menyampaikan 

laporan : 

a. Rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada 

penyelenggara pelabuhan. 

b. Realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi 
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kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali. 

c. Tahunan kegiatan perusahan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal 

maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi 

pengoperasian kapal. 

              Pengaturan trayek dalam negeri di angkutan laut dalam negeri memiliki 

fungsi sebagai penyelenggaran usaha pelayaran antar provinsi maupun 

internasional dan juga izin operasi angkutan laut dalam negeri serta penetapan 

syarat bendera nasional yang beroperasi di perairan Indonesia. 

Dengan menetapkan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk 

mengatur pola trayek kapal nasional milik perusahaan pelayaran yang beroperasi 

di Pelabuhan Ahmad Yani, Kantor KSOP Kelas II Ternate, bagian seksi Lalu 

lintas dan angkutan laut, bertugas memonitoring Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) melalui Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut 

(SIMLALA). Sistem SIMLALA merupakan sistem informasi yang 

dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KemenPAN RB) Indonesia. aplikasi ini di rancang untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan platform yang 

efesien dan transparan untuk pengaduan dan layanan administrasi secara 

elektronik. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik, yang merupakan pusat pelayanan terpadu yang menyediakan 

berbagai layanan publik di satu lokasi. MPP bertujuan untuk memudahkan akses 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat ,mudah,dan terintegrasi. Oleh 

karena itu, aplikasi SIMLALA sudah terintegrasi dengan layanan kapal atau di 

kenal dengan Sistem Inapornet. Secara otomatis, jika Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) telah melewati tanggal kedaluwarsa, maka kapal tersebut tidak dapat 

mengajukan pelayanan kapal melalui Sistem Inapornet. 

 

Beberapa bulan terakhir, sering terjadi keterlambatan pengurusan 

perizinan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Kementerian Perhubungan, 

melalui  UPT Hubla di masing - masing daerah, dapat mengidentifikasi masa 

berakhir atau kadaluwarsa izin tersebut. Keterlambatan ini terjadi karena 

banyaknya pengguna jasa yang memiliki kegiatan operasional yang padat, 
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sehingga pengurusan perpanjangan izin dokumen Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) untuk kepentingan operasional kapal menjadi terkendala dan terhambat. 

Keterlambatan pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) akan berdampak 

pada penumpang atau barang yang diangkut.  

 

 Dampak dari keterlambatan tersebut adalah kapal tidak bisa beroperasi 

jika dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) belum diperpanjang sesuai 

dengan  SOP yang ada. Selain itu,  barang yang diangkut mengalami kerugian 

waktu dan biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini antara 

lain ketidaktelitian pengguna jasa dalam memeriksa atau melihat apakah masa 

berlaku dokumen tersebut sudah berakhir atau belum. Masa berlaku Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK)  adalah  6 bulan sejak tanggal dikeluarkan. Laporan 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) harus diajukan kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut setiap 3 bulan sekali, ditandatangani oleh direksi perusahaan 

tersebut, dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa 

berlaku RPK berakhir. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih judul: 

‘‘ANALISIS KETERLAMBATAN PENGGUNA JASA TERHADAP 

PENGURUSAN DOKUMEN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL 

 (RPK) PADA APLIKASI SIMLALA DI PELABUHAN AHMAD YANI KOTA 

TERNATE’’ 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pengguna jasa dalam 

pengurusan perpanjangan dokumen  Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

pada sistem SIMLALA. 

2. Dampak dari Pengguna jasa yang tidak menjalankan proses perpanjangan 

dokumen  Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) adalah kapal tidak bisa 

beroperasi. 

3. Keterlambatan pengurusan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)  

dapat mengakibatkan jadwal tetap dan rute tetap pada  kapal yang akan di 

singgahi tidak tercantum pada aplikasi SIMLALA. 
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C. BATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya masalah yang ditulis, maka dalam penulisan skripsi ini 

penulis membatasi masalah pada: 

1. Faktor-faktor  yang menghambat pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK)  

2. Dampak yang disebabkan oleh pengguna jasa yang tidak menjalankan proses 

pengurusan dan perpanjangan dokumen perizinan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK ) . 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pengurusan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) ? 

2. Dampak apa yang timbul jika terjadi keterlambatan dalam pengurusan RPK 

pada kapal? 

 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

            Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya 

pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika terjadi keterlambatan 

dalam pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) menggunakan 

aplikasi SIMLALA. 

2. Manfaat Penelitian 

Penulisan terhadap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Maka dari itu manfaat 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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a. Aspek Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat untuk 

menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan (teori) dalam 

memonitoring sistem pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

dalam kelancaran operasional kapal pada Pelabuhan Ahmad Yani Kota 

Ternate  dan dapat dijadikan referensi penelitian untuk pengembangan 

sejenis. 

b. Aspek Praktis 

Aspek Praktis (Practical Aspect) mengacu pada penerapan teori, konsep, 

dan pengetahuan dalam dunia nyata untuk mencapai tujuan atau 

menyelesaikan masalah tertentu. Aspek ini berfokus pada tindakan nyata, 

implementasi, dan solusi yang dapat memberikan manfaat dan dampak 

positif dalam praktik. 

F. SISTEMATIKA PENELITIAN 

  Dalam penulisan sistematika skripsi ini diajukan beberapa bab yang 

diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, namun berhubungan dengan 

penulisan yang disajikan dan kemudian pada bab-bab selanjutnya penulis 

membahas tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul dan disusun 

sedemikian rupa sehingga diharapkan akan sangat memudahkan para pembaca 

memahami, bahkan lebih mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh penulis dalam 

skripsi ini.  

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah 

penulisan skripsi, alasan mengapa penulis memilih judul tersebut, 

tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

 

            BAB II   LANDASAN TEORI  

                          Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat uraian 

mengenai ilmu yang terdapat dalam pustaka ilmu pengetahuan 

pendukung lainnya serta jelaskan teori-teori yang relevan dengan 

masalah yang diteliti, kerangka pemikiran yang memuat asumsi-asumsi 
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yang timbul atau terbentuk setelah dalil, hukum dan teori yang relevan 

dan hipotesis yang memuat tentang anggapan sementara. 

 

         BAB III   METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menguraikan tentang waktu dan tempat penulis 

mengamati dan melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data 

yang penulis pilih. Teknik penulis tersebut dapat berupa populasi, 

pengamatan, sampel serta teknik analisis. 

 

         BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis menguraikan tentang deskriptif dan analisis data 

berdasarkan fakta fakta yang terjadi, menentukan sebuah alternatif 

pemecahan masalah, dan memberikan suatu evaluasi terhadap alternatif 

pemecahan masalah tersebut serta konsepsi ke arah pemecahan yang 

nyata dan sistematis dari permasalahan yang ada. 

 

         BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini penulis menguraikan tentang usaha untuk memberikan 

kesimpulan dan saran yang berisi jawaban yang telah dibuat 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran saran yang 

mungkin berguna untuk Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

A. PENGERTIAN/DEFINISI OPERASIONAL 

 

Pada bab ini, penulis memberikan beberapa pengertian yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yang diambil dari referensi 

buku-buku yang telah disusun dan pendapat oleh para ahli sebelumnya buat 

memudahkan dan memahami penulisan dalam skripsi ini, antara lain adalah

  

1. Analisis 

       Menurut Satori dan Komariyah (2014:200) analisis adalah suatu usaha 

untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian 

(decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu 

tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap 

maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. 

 
       Menurut Wiradi (2006:103) analisis adalah aktivitas yang memuat 

kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian 

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna 

dan kaitannya masing-masing. 

 

       Menurut Sugiyono (2018) analisis adalah sebagai proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian , menguji hipotesis , dan mendapatkan 

temuan penelitian.  

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan 
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diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang 

akurat pada objek tersebut. 

2. Keterlambatan 

       Menurut Nur widyawati (2020) keterlambatan adalah sebagai waktu 

pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan 

sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi 

tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Keterlambatan adalah 

keadaan atau kondisi di mana sesuatu atau seseorang datang atau terjadi 

setelah waktu yang dijadwalkan atau disepakati. 

 Secara umum, keterlambatan dapat diartikan sebagai: 

a. Ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

b. Keadaan di mana sesuatu atau seseorang datang atau terjadi setelah 

waktu yang seharusnya. 

c. Penundaan atau penghambatan dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau 

tugas. 

 Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: 

a. Faktor internal, seperti manajemen waktu yang buruk, kurangnya 

motivasi, dan kendala teknis. 

b. Faktor eksternal, seperti cuaca, kondisi lalu lintas, dan force majeure. 

Keterlambatan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, 

seperti: 

a. Produktivitas kerja atau belajar. 

b. Kualitas hubungan interpersonal. 

c. Kepercayaan dan kredibilitas. 

d. Keuangan. 

Oleh karena itu, penting untuk berusaha menghindari keterlambatan dengan 

cara: 

a. Membuat perencanaan yang matang. 
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b. Mengelola waktu dengan baik. 

c.   Mempersiapkan diri dengan baik. 

3. Pengguna jasa 

       Menurut Ervianto (2002) pengguna jasa adalah badan yang memiliki 

proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan 

kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. 

Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan lembaga/instansi pemerintah 

ataupun swasta. 

       Pengguna jasa adalah orang yang memakai suatu jasa yang ditawarkan 

oleh pihak lain. Dalam hal ini pengguna jasa ialah principal atau charterer 

yang membutuhkan jasa keagenan kapal untuk mengurus kepentingan kapal – 

kapalnya. 

Menurut UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran , Pengguna jasa 

adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayaran, 

termasuk angkutan laut dan layanan pelabuhan. Pengguna jasa memiliki hak 

untuk mendapatkan layanan yang layak dan informasi yang benar, serta 

memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga 

ketertiban selama menggunakan layanan pelayaran. 

4. Simlala Online 

       Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.008/41/10/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas 

Angkutan Laut Dengan Sistem Online, dirancang untuk memberikan 

kemudahan melalui penerapan pelayanan satu pintu. peraturan ini dibuat 

dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

pelayanan publik di bidang lalu lintas angkutan laut melalui penerapan sistem 

online, mendorong modernisasi dan peningkatan kualitas layanan di sektor 

transportasi laut dengan memanfaatkan teknologi informasi.  

       SIMLALA adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Lalu 

Lintas Angkutan Laut. Ini adalah layanan online yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia untuk membantu proses permohonan berbagai izin dan dokumen 

terkait dengan angkutan laut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

meluncurkan sistem informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut 
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(SIMLALA) untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan pelayaran dalam 

mengajukan permohonan pelayanan perizinan secara online. Melalui 

SIMLALA, telah ditetapkan sevice level agreement (SLA) dengan waktu 

maksimal tiga hari untuk kegiatan angkutan laut luar negeri maupun kegiatan 

angkutan laut dalam negeri dengan kondisi semua dokumen lengkap sesuai 

persyaratan. Pelaksanaan pelayanan melalui SIMLALA diatur dalam 

peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang telah diubah terakhir 

dengan Permenhub Nomor PM 23 Tahun 2022. Melalui SIMLALA, pengguna 

jasa dapat mengajukan permohonan secara online sekaligus dapat 

mempermudah monitoring proses permohonan layanan publik, sehingga dapat 

mewujudkan layanan publik di bidang pelayaran yang standar dan transparan.  

       Pelayanan sistem online pada aplikasi SIMLALA dapat dilakukan setiap 

saat, dan pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu 24 (dua puluh empat) 

jam. Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah mendaftarkan 23 

pelabuhan untuk menggunakan layanan ini. Pelayanan publik ini dapat diakses 

secara online melalui website https://simlala.dephub.go.id/simlala/ sebagai 

berikut: 

a. Layanan SIUPAL (PMA/PMDN)  

Layanan SIUPAL (Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Laut) 

adalah layanan perizinan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia kepada perusahaan yang ingin menyelenggarakan 

angkutan laut di wilayah Indonesia. SIUPAL dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu SIUPAL PMA (Penanaman Modal Asing) dan SIUPAL PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri) 

b. Layanan SIOPSUS (PMA/PMDN)  

Layanan SIOPSUS (PMA/PMDN) adalah layanan perizinan khusus bagi 

perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) yang ingin menyelenggarakan angkutan laut 

khusus di wilayah Indonesia. 

c. Layanan Spesifikasi Kapal  

Layanan Spesifikasi Kapal (SPEK) adalah layanan yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia untuk menerbitkan Surat Keterangan Spesifikasi 
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Kapal (SKSP). SKSP adalah dokumen yang berisi data teknis dan 

spesifikasi kapal yang digunakan sebagai dasar untuk berbagai keperluan. 

d. Layanan Pembukaan Kantor Cabang 

Layanan Pembukaan Kantor Cabang Pelayaran adalah proses perizinan 

yang harus ditempuh oleh perusahaan pelayaran untuk mendirikan kantor 

cabang di wilayah Indonesia. Kantor cabang pelayaran merupakan bagian 

dari perusahaan pelayaran yang didirikan di luar lokasi kantor pusat dan 

memiliki fungsi untuk menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan 

perusahaan pelayaran 

e. Layanan RPK Linier dan Tramper  

Layanan RPK (Rencana Pola Trayek) Linier dan Tramper adalah layanan 

perizinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada perusahaan 

angkutan laut untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan laut di wilayah 

Indonesia. 

Layanan pelayaran linier adalah jenis layanan di mana kapal beroperasi 

secara terjadwal dan rutin antara pelabuhan-pelabuhan tertentu. Pelayaran 

ini mengikuti jadwal tetap, rute tetap, dan tariff yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Layanan pelayaran tramper adalah jenis layanan di mana kapal tidak 

mengikuti jadwal dan rute kapal. Kapal tramper beroperasi berdasarkan 

permintaan dan biasanya menyewa seluruh kapasitas kapal untuk 

pengiriman tertentu. 

f. Layanan RPK Khusus  

Layanan RPK Khusus adalah layanan perizinan yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia kepada perusahaan angkutan laut untuk 

menyelenggarakan kegiatan angkutan laut khusus di wilayah Indonesia. 

g. Layanan PKKA 

Layanan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah layanan 

perizinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada agen kapal asing 

untuk bertindak sebagai wakil pemilik kapal asing dalam melakukan 

kegiatan di pelabuhan Indonesia. 
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h. Layanan Penambahan Pelabuhan  

Layanan Penambahan Pelabuhan adalah proses perizinan yang harus 

ditempuh oleh pemilik atau pengelola pelabuhan untuk menambah jumlah 

pelabuhan di wilayah Indonesia. 

i. Layanan Tambahan Urgensi 

Layanan Tambahan Urgensi (LTU) adalah layanan perizinan yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia kepada perusahaan angkutan laut untuk 

menyelenggarakan kegiatan angkutan laut secara mendadak atau darurat 

di wilayah Indonesia. 

j. Layanan Omisi dan Deviasi 

Layanan Omisi dan Deviasi adalah layanan perizinan yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia. Omisi adalah tindakan tidak singgah di pelabuhan 

yang seharusnya disinggahi berdasarkan jadwal pelayaran yang telah 

ditetapkan. Deviasi adalah tindakan menyimpang dari rute pelayaran yang 

telah ditetapkan. Penyimpangan ini bisa berupa perubahan arah, 

penambahan pelabuhan singgah, atau bahkan perubahan tujuan akhir 

pelayaran. 
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      Gambar 2.1  Beranda Sistem SIMLALA 

 Sumber: https://simlala.dephub.go.id/simlala/ 

 

       Dalam hal ini, yang dapat menggunakan atau mengakses layanan aplikasi 

adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kepelabuhanan, yaitu: 

Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan 

(KSOP) dan perusahaan pelayaran sampai agen pelayaran. 

Sistem SIMLALA memiliki beberapa keunggulan, antara  lain: 

a. Mempermudah dan mempercepat proses permohonan perizinan 

b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas proses perizinan 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan 

Berikut adalah langkah – langkah untuk mengajukan permohonan  perizinan 

pelayaran melalui SIMLALA: 

a. Kunjungi situs web SIMLALA di https://simlala.dephub.go.id/simlala/  

b. Klik tombol “Daftar” 

c. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar 

d. Klik tombol “Simpan” 

e. Login menggunakan akun yang telah dibuat 

f. Pilih jenis perizinanan yang ingin diajukan 

g. Isi formulir permohonan perizinan dengan lengkap dan benar 

h. Unggah dokumen pendukung 

i. Klik tombol “Simpan” 

j. Tunggu proses verifikasi permohonan 

https://simlala.dephub.go.id/simlala/
https://simlala.dephub.go.id/simlala/
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Setelah permohonan diverifikasi, masyarakat akan menerima notifikasi melalui 

email. Jika permohonan disetujui, pengguna jasa dapat mencetak surat izin 

yang telah diterbitkan. 

5. Dokumen kapal 

       Dokumen merupakan sebuah kertas yang mempunyai nilai tinggi atau 

istilah lain kertas berharga yang mempunyai fungsi serta kegunaan. Fungsi 

dokumen ini tergantung untuk apa dokumen itu dikeluarkan dan dari mana 

dokumen itu dikeluarkan. Dokumen mempunyai kegunaan yang sangat 

penting dan harus dijaga supaya tidak rusak serta hilang, kegunaan dokumen 

pula tergantung dari instansi mana dokumen itu dikeluarkan. Baik kapal 

penumpang maupun kapal barang, dalam permulaan pelayaran harus 

memenuhi persyaratan kelaiklautan (seaworthiness) kapal, yang mencakup 

keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan 

pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran berasal dari kapal, 

pemuatan, dan status hukum kapal Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan 

kapal sebagaimana tersebut di atas dibuktikan menggunakan dokumen-

dokumen kapal, yaitu sertifikat-sertifikat dan surat-surat kapal sesuai dengan 

ketentuan. 

       Menurut Jusak Johan Handoyo (2016:58) certificates adalah sertifikat 

kapal yang meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-

benar memenuhi persyaratan laik-laut tanpa ada pengecualian. Jadi sertifikat 

menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan. Surat sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pernyataan 

atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainya informasi yang 

terkandung dalam dokumen dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, 

permintaan, laporan. 

a.  Dokumen lain yang juga harus dimiliki kapal berdasarkan memorandum 

pemeriksaan dokumen kapal syahbandar Kota Ternate. 

1)   Deratting Certificate, yaitu sertifikat kapal bebas dari tikus;  

2)   Port clearance of last port;  

      Clearance out adalah proses dimana kapal memperoleh izin dari 

otoritas pelabuhan unutk berangkat dari suatu pelabuhan. Proses ini 

biasanya dimulai oleh agen kapal, yang akan mengajukan permintaan 



15 
 

izin kepada otoritas pelabuhan. Permintaan tersebut biasanya 

mencakup informasi tentang kapal, muatannya, dan awaknya. 

3)   Daftar pengawakan kapal (crew list);  

  Daftar pengawakan kapal, juga dikenal sebagai crew list merupakan 

dokumen penting dalam operasi maritime. Ini berfungsi sebagai 

catatan komrehensif semua awak kapal di kapal, merinci nama, 

kebangsaan, posisi dan kualifikasi mereka. 

4)   Surat Izin Berlayar (SIB). 

 Surat izin berlayar (SIB) atau izin berlayar adalah dokumen penting 

dalam peraturan maritime Indonesia . ini berfungsi sebagai izin resmi 

yang diberikan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan 

kepada kapal untuk melakukan pelayaran dari satu pelabuhan 

Indonesia ke pelabuhan lainnya. 

 

6. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)  

       Dalam melakukan kegiatan pelayaran, dibutuhkan suatu Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK). Berdasarkan PM No 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Rencana Pengoperasian 

Kapal merupakan surat tanda penempatan kapal berbendera Indonesia di 

suatu pelabuhan guna menunjang kegiatan angkutan laut dalam negeri. 

Dalam Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) itu sendiri terdapat 2 (dua) jenis 

trayek pelayaran, yaitu: 

a. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan laut yang 

dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan 

Pelabuhan singgah. 

b. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan 

angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 

c. Dokumen pengurusan RPK 

Dalam melakukan pengurusan RPK adapun dokumen yang harus 

dilampirkan pada saat pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

itu sendiri sebagai berikut: 

1) Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 

dengan Endorse SIUPAL yang berlaku 
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2) Salinan spesifikasi teknis kapal (spek kapal) yang berlaku dan 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 

3) Surat Docking ( Diperlukan apabila kapal melaksanakan docking) 

4) Salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan 

realisasi pengoperasian kapal (voyage report) yang terakhir bagi 

kapal yang telah beroperasi. 

5) Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap 

pelabuhan singgah; dan 

6) Salinan leasing, sewa (charter), dan penunjukan pengoperasian 

kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut 

nasional yang mengoperasikan kapal tersebut 

 

         Alur Pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal ( RPK )  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alur Pengajuan RPK 

Sumber: Dokumen DITLALA 

Pelayanan Alur Pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

a. Pengguna jasa melakukan pengajuan permohonan melalui sistem 

SIMLALA  dengan menggunakan akun yang telah di buat 

sebelumnya. 

b. Setelah mengisi data RPK dan memilih jenis trayek , pengguna jasa 

melakukan submit RPK yang kemudian diproses oleh petugas 

KSOP. 

c. Petugas KSOP melakukan verifikasi terhadap data RPK yang 

sudah disubmit. 
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d. Verifikasi dilakukan oleh KASI dan KASUBDIT. Jika disetujui, 

persetujuan RPK diterbitkan secara elektronik. 

e. Pengguna jasa menerima invoice. 

f. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP . 

g. Pengguna jasa dapat mengunduh dan mencetak dokumen RPK. 

 

       Direktur Jenderal Perhubungan memberikan waktu persetujuan atas 

laporan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) kepada perusahaan 

angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya laporan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu 

Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). 

Perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada 

trayek tetap dan teratur yang telah dijalankan selama paling sedikit 6 

(enam) bulan berturut-turut. Hal ini meliputi pelaporan rencana 

pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur 

Jenderal, pengumuman jadwal kedatangan serta keberangkatan kapal 

kepada masyarakat, serta pengumuman tarif untuk kapal penumpang. 

 

B. TEORI 

1. Terjadinya Keterlambatan Pengurusan Dokumen RPK 

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat kegiatan clearance out yang 

dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pengoperasian kapal 

meliputi faktor kelalaian pengguna jasa yang tidak melakukan pengurusan 

perpanjangan dokumen izin beroperasi pada aplikasi SIMLALA, sehingga 

kapal tidak bisa beroperasi. Dalam hal ini, terdapat dua faktor terkait izin 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK), yaitu aplikasi SIMLALA sebagai 

pemberi izin dan perusahaan pelayaran sebagai pemohon atau pengguna 

jasa. Kedua faktor ini saling berkaitan: artinya, jika pengguna jasa tepat 

waktu dalam melakukan pengajuan, aplikasi SIMLALA mungkin saja 

mengalami keterlambatan dalam proses izinnya. Sebaliknya, jika 

pengguna jasa terlambat dalam melakukan pengajuan, maka aplikasi 

SIMLALA juga akan terlambat  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan pengguna jasa 

dalam pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) agar proses dapat 
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berjalan dengan baik dan lancer memerlukan sumber daya manusia (SDM) 

yang kompeten dan terlatih. 

2. Pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) pada aplikasi 

SIMLALA 

Aplikasi online berbasis web, yaitu Sistem Informasi Manajemen Lalu 

Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), digunakan untuk mengajukan 

permohonan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan laut 

secara online. Aplikasi ini  memudahkan pemantauan proses permohonan 

layanan dan bertujuan untuk mewujudkan layanan yang transparan dan 

standar. 

Pada Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri Terdapat Layanan 

sebagai berikut: 

a. Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Liner berlaku 6 

bulan. 

b. Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Tramper berlaku 3 

bulan. 

c. Deviasi Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

d. Substitusi Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

e. Omisi Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Liner 

f. Penambahan pelabuhan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

Tramper 

g. Penambahan muatan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Tramper 

Terdapat Total 7 (Tujuh) jenis pelayanan online pada SUBDIT 1 dengan 

waktu standar operasional prosedur (SOP) Pelaksanaan selama 3 (Tiga) 

hari kerja terhitung, sejak data masuk dan lengkap tanpa revisi. Dalam 

kegiatan pelayaran, dibutuhkan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK), yang merupakan surat persetujuan penempatan kapal berbendera 

Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur (Liner) untuk menunjang 

angkutan laut dalam negeri. 

         Adapun tata cara pendaftaran atau perpanjangan Laporan Rencana 

Pengoperasian Kapal dapat di ajukan melalui  Simlala Online. Sistem 

permohonannya dilakukan sebagai berikut: 
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1) Untuk pembuatan RPK Liner, pengguna perlu mengakses sub menu 

“Pendaftaran RPK Liner” pada menu “RPK Liner” di navigasi       

permohonan. 

2) Pemohon harus memasukkan Nomor Pemohonan dan Tanggal 

Permohonan. Pemohon diharuskan memilih nama kapal dengan 

meneken tombol biru pada field Nama Kapal 

3) Nama kapal yang dipilih adalah nama kapal yang telah terdaftar spek 

kapalnya diperusahaan pemohon dan tidak sedang dalam proses 

verifikasi. Anda dapat memilih kapal yang ingin diajukan dengan 

mengklik pada baris kapal tersebut dan setelah selesai harap tekan 

tombol “Pilih”. 

4) Setelah dipilih, cek kembali data kapal yang di pilih tersebut 

ekmudian masukan ukuran periode masa berlaku RPK (secara 

otomatis berlaku selama 6 bulan). Pastikan semua isian dengan label 

(*) sudah terisi. 

5) Pemohon dapat menambah  pelabuhan yang akan disinggahi dengan 

menekan tombol “Tambah”. Jumlah pelabuhan paling banyak yang 

dapat di input adalah 40 pelabuhan. 

6) Pemohon kemudian mengisi daftar muatan yang dibawa, dengan 

menekan tombol “Tambah”. 

7) Pastikan telah mengisi voyage report untuk kapal tersebut untuk 

waktu 6 bulan terakhir. Isian pada table ini secara otomatis diambil 

dari isian voyage report kapal yang telah dipilih. Jika tidak ada isian 

pada tabel ini, pemohon diharapkan melakukan pengisian viyage 

report 6 bulan terakhir lalu memilih ulang kembali kapal pada isisan 

nama kapal di bagian atas halaman ini. 

8) Pemohon diwajibkan untuk meng-upload dokumen-dokumen 

pendukung dengan mengklik tombol “Upload”. Dokumen yang 

dapat di upload hanya dengan format PDF. 

9) Dokumen persyaratan yang sudah di “Upload” oleh pemohon 

dengan format pdf dan ukuran PDF tidak boleh melebihi 1 mb. 

10) Pemohon diharuskan menyetujui disclaimer dengan mencentang 

checkbox yang ada lalu menekan tombol “Simpan”. Jika ada 

pengisian data yang salah, pemohon akan menerima pesan error dan 
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field isian yang bermasalah akan ditandai dengan warna merah. 

Setelah diperbaiki pemohon dapat menekan kembali tombol 

“Simpan” jika checkbox sudah tercentang. 

11) Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul pesan 

“Permohonan RPK Liner Berhasil di Simpan”. 

       Di atas adalah alur pengajuan perpanjangan dan pendaftaran 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Liner. Jika perpanjangan dan 

pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) tidak dilakukan, maka 

secara otomatis kapal tersebut tidak dapat mengajukan pelayanan kapal 

melalui Inapornet, Sebelum sebuah kapal melakukan kegiatan, ia wajib 

memiliki Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) karena melalui 

Inapornet, dapat diketahui rute atau pelabuhan mana saja di mana kapal 

tersebut dapat melakukan persinggahan. 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bagan 2.1 

      Kerangka Pemikiran Penulis 

 

 

 

         

  

 

  Masalah    Dampak 

1. Ketidaktelitian pengguna jasa dalam                      1.  Operasional pada kapal tertunda dan 

       Melakukan pemeriksaan/pengecekan                                tidak di izinkan beroperasi jika tidak 

       Terhadap RPK yang memasuki                                         adanya pengurusan RPK. 

       Expired date.                                                                

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang                       2.  Trayek kapal liner tidak  terjadwalkan       

Kurang tepat waktu dalam mengurus                                dan tidak mempunyai pelabuhan singgah 

       RPK                                                                            

         

         

 

               Penyelesaian 
1. Memastikan setiap pengguna jasa memiliki rekapitulasi 

Expired date dokumen kapal. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan 

sosialisasi pentingnya Pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK). 

3. Memastikan pengurusannya tidak mengalami keterlambatan  

Sehingga terjadwalkan tepat waktu 

 

 

 

 

“Analisis Keterlambatan Pengguna Jasa Terhadap 

Pengurusan Dokumen Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) Pada Aplikasi SIMLALA di Pelabuhan Ahmad 

Yani Kota Ternate’’  

 

Dengan meningkatkan kepedulian pengguna jasa akan pentingnya 

Pengurusan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) pada aplikasi 

SIMLALA guna kelancaran operasional kapal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Waktu dan tempat penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sehingga 

dapat menyampaikan beberapa permasalahan dalam skripsi ini, adalah sebagai 

berikut. 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada saat penulis melaksanakan Praktek Darat 

(Prada) selama tiga (3) bulan mulai terhitung dari tanggal 01 Mei 2023 sampai 

dengan 01 Agustus 2023. 

2. Tempat Penelitian  

Penulis menggambil tempat penelitian di Kantor Kesyahbandaraan dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, yang beralamat di : 

 

Alamat  : Jl. Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Baru 97714 Ternate 

Telephone  : (0921) 3121767 

Fax  : (0921) 3121767 / 3211572 

Email  : ksopternate121@gmail.com 

 

B. METODE PENDEKATAN  

1. Metode Pendekatan 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, perlu adanya suatu metode. agar  

data yang diperoleh akurat dan hasil dari penelitian tersebut mendapatkan suatu 

kebenaran yang dapat diuji kebenarannya. Metode penelitian merupakan hal 

penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan baik buruknya suatu penelitian 

tergantung dari metode yang digunakan. Dalam melakukan penyusunannya, 

penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, dimana objek 

mailto:ksopternate121@gmail.com
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penelitian dari skripsi ini yaitu bagaimana cara mengatasi pengguna jasa 

mengalami  keterlambatan pada pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) guna    kelancaran operasional kapal di pelabuhan Ahmad Yani Kota 

Ternate. 

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan 

proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang 

fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas 

bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner 

melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi 

yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses 

daripada hasil yang di dapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-

bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. 

Tujuan penelitian kualitatif sebagai berikut : 

a. Memahami makna di balik suatu fenomena dari sudut pandang orang yang 

terlibat. 

b. Menjelaskan proses dan mekanisme yang mendasari suatu fenomena. 

c. Megembangkan teori baru atau memperkuat teori yang ada tentang suatu 

fenomena. 

 

C. SUMBER DATA 

Penelitian ini mengacu pada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari sumber pertama, yaitu objek penelitian itu sendiri. Data primer 

ini belum pernah ada sebelumnya dan dikumpulkan khusus untuk keperluan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

Data primer dalam penelitian ini berupa observasi dengan metode ini orang 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara simetris terhadap gejala atau 

fenomena yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan meskipun objeknya 
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pengguna jasa . peneliti memonitoring langsung banyaknya keterlambatan 

pengurusan RPK pada pengguna jasa yang tidak memproses perpanjangan 

dokumen perijinan kapal. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari 

objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data sekunder 

merupakan sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan 

sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Yaitu data yang langsung 

diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Sehingga diperoleh beberapa 

pengertian secara teori maupun pengalaman dilapangan. 

Data sekunder yang diambil pada penelitian berupa rekapitulasi per tahun 

kapal yang mengalami keterlambatan pengurusan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) serta berupa dokumen dokumen perijinan dari Ksop Ternate. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penyusunan penelitian ini adalah 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2013:224). 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yang didasarkan pada pedoman penulisan skripsi. Beberapa 

cara teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, penelitian 

kepustakaan, dan dokumentasi. 

1. Metode Observasi  

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

penting dalam penelitian. Metode ini memiliki beberapa keuntungan dan 

kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti sebelum 

menggunakannya. 

Dengan metode ini orang melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

simetris terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki , tanpa mengajukan 

pertanyaan meskipun objeknya orang misalnya penulis melakukan observasi 

secara langsung di lapangan dan di kantor saat melaksanakan Praktek Darat 

(PRADA) selama 3 bulan di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan 
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Kelas II Kota Ternate. Penulis memonitoring langsung kejadian di lapangan 

mengenai permasalahan pengguna jasa yang tidak melakukan pengurusan 

dokumen RPK sehingga mengalami keterlambatan. Selama memonitoring 

masalah yang timbul diakibatkan  Pengguna jasa tidak tepat waktu melakukan 

perpanjangan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dan tidak 

diijinkan . Masalah yang ada adalah timbulnya beberapa faktor yang 

menghambat keterlambatan RPK yang di akibatnya oleh pengguna jasa itu 

sendiri. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian 

yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis dokumen yang berisi 

informasi yang relevan dengan topik penelitian. 

Pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi adalah teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan 

dengan topik penelitian. Tujuan studi dokumentasi adalah untuk memperoleh 

informasi yang akurat dan terpercaya tentang topik penelitian, memahami 

konteks dan latar belakang dari topik penelitian, mendapatkan data yang tidak 

dapat diperoleh melalui metode lain . Penyusunan penelitian ini didukung 

dengan data dan informasi yang penulis sajikan guna melengkapi penulisan 

skripsi ini, yaitu data di Kantor KSOP kelas II Ternate. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

       Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

       Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif .  Analisis deskriptif kualitatif 

adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

memahami makna data kualitatif secara mendalam. Data kualitatif dapat berupa 

teks, gambar, atau bentuk lain yang mengandung informasi non-numerik. 

Teknik analisis deskriptif  kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi 

,situasi, dan fenomena dari berbagai data kualitatif yang terkumpul. Data kualitatif 

ini dapat berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar, video, dan observasi.  
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Adapun Teknik analisis deskriptif kualitatif terbagi sebagai berikut: 

a. Analisis Tematik 

Analisi tematik adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola makna dalam 

data kualitatif. Data ini dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau artefak 

lainnya. Tujuan utama analisis tematik adalah untuk menemukan tema-tema 

yang mendasari data dan menjelaskan maknanya. 

b. Analisis Naratif  

Analisis naratif  adalah Membangun narasi untuk menceritakan kisah yang 

terungkap dalam data. metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk 

meneliti dan menganalisis cerita. 

c. Analisis Konten 

Analisis konten adalah Menganalisis makna yang terkandung dalam teks atau 

bentuk lain dari data kualitatif. 

d. Analisis Grounded Theory 

Analisis grounded theory adalah  Mengembangkan teori baru dari data yang 

dikumpulkan. 

 

Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan 

gambaran yang akurat tentang fenomena yang diamati. Teknik analisis deskriptif 

pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan pengurusan 

dokumen yang ada terutama terkait tentang permasalahan yang ada di lapangan 

seperti keterlambatan pengurusan dokumen RPK yang sering sekali diakibatkan 

oleh pengguna jasa.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang permasalahan atau fakta 

yang terjadi dan menguraikan sebagian dari peristiwa yang penulis alami pada 

saat melaksanakan Praktek Darat (PRADA). Adapun untuk memudahkan 

penelitian, penulis akan menyampaikan deskripsi data, antara lain : 

1. Fungsi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II 

Ternate 

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan , termasuk tugas 

dan fungsi KSOP dalam Melayani kapal dan barang, menjamin keselamatan 

dan keamanan pelayaran, serta menjaga kelancaran dan ketertiban pelabuhan. 

Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan: 

a. Pengawasan dan Penegakan Aturan: KSOP bertugas mengawasi 

pelaksanaan peraturan dan kebijakan terkait kegiatan pelayaran dan 

angkutan laut di pelabuhan. Ini termasuk penegakan peraturan 

keselamatan, keamanan, dan lingkungan.  

b. Pemberian Izin dan Sertifikasi: KSOP menerbitkan izin dan sertifikasi 

untuk kapal, pelabuhan, dan operator pelabuhan. Ini mencakup Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK), sertifikat keselamatan kapal, dan izin 

operasional lainnya.  

c. Pengelolaan Lalu Lintas Laut: KSOP mengelola dan mengatur lalu lintas 

kapal di pelabuhan, termasuk pengaturan jadwal kedatangan dan 

keberangkatan kapal serta pengaturan rute pelayaran di pelabuhan. 
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d. Pelayanan Publik: KSOP menyediakan berbagai layanan publik terkait 

kegiatan pelayaran dan pelabuhan, seperti penerbitan dokumen, 

pelayanan pendaftaran kapal, dan informasi pelabuhan. 

e. Koordinasi dan Kerja Sama: KSOP berkoordinasi dengan berbagai pihak 

terkait, termasuk perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan instansi 

pemerintah lainnya untuk memastikan kelancaran operasi pelabuhan dan 

pelayanan publik. 

f. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur: KSOP berperan dalam 

pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, termasuk 

fasilitas navigasi, dermaga, dan fasilitas penunjang pelabuhan lainnya. 

g. Penanganan Keadaan Darurat: KSOP bertanggung jawab dalam 

penanganan keadaan darurat di pelabuhan, seperti kecelakaan laut, 

tumpahan bahan berbahaya, dan situasi darurat lainnya. 

h. Peningkatan Kualitas Layanan: KSOP berupaya meningkatkan kualitas 

layanan di pelabuhan melalui inovasi dan implementasi teknologi 

terbaru, seperti sistem informasi manajemen pelabuhan dan sistem 

pelayanan online. 

2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Kelas II Ternate. 

Stuktur Organisasi merupakan faktor penting dalam menyusun kerja yang baik. 

Dengan struktur organisasi, dapat diketahui pembagian program kerja yang 

telah ditetapkan oleh masing-masing bagian, sehingga terlihat susunan 

kedudukan bagian-bagian serta hubungan kerjanya. Struktur organisasi 

merupakan kerangka dasar yang mempersatukan fungsi- fungsi suatu lembaga. 

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Kelas II Ternate sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023, sebagai berikut : 

Struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Kelas II Ternate terdiri dari beberapa eselon, yaitu: 

1. Kepala KSOP kelas II Ternate (Eselon III)  

Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan operasional di 

KSOP kelas II Ternate. 
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 Organisasi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II , terdiri 

atas: 

a. Subbagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan 

umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

b. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, batik nama, 

hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal 

serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, 

penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, 

perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, 

teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian 

stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi 

dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, 

sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran 

dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi 

pencemaran. 

c. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai 

tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan 

kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, 

peIjanjian keIja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan 

awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan 

kapal (shifting),pemanduan dan penundaan kapal di perairan 

pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal 

asing (port state contro~, flag state control dan pemenuhan 

persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan 

debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar 

muat barang khusus, barang berbahaya , pengisian bahan bakar 

serta limbah bahan berbahaya dan· beracun (B3), pembangunan 

fasillitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di 

perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap 
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keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan 

berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan 

pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR), 

penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan 

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan 

kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan 

bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan 

pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas 

pelabuhan (International Ship and Port Facility Security 

Code/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan 

pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak 

pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan 

laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan 

dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan 

kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, 

pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk 

pelabuhan melalui pemanduan kapal, pengawasan dan evaluasi 

penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat 

serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana 

Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan 

pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program 

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 

jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha 

Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok 

pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan 

daratan dan perairan pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan 

operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja 
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operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian 

rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal 

untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal 

dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat)jam, penyusunan 

pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha 

Pelabuhan serta penyediaan danl atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha 

Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan 

dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, 

analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur 

pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran 

serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan 

Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan 

jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan 

angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem 

informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas II Kota Ternate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN 
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II 

TERNATE 
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3. Faktor-faktor yang menghambat kelancaran Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) 

Dalam pelaksanaan sistem pengurusan dokumen seperti perpanjangan 

masa berlaku kapal pada dokumen  Rencana Pengoperasian Kapal (RPK), 

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan 

penghambatan kelancaran operasional kapal. Kendala yang sering di 

hadapi anatara lain:  

a. Faktor Kelalaian Pengguna Jasa : Pengguna jasa yang tidak melakukan 

pengurusan perpanjangan dokumen izin beroperasi pada aplikasi 

SIMLALA dapat menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi. 

b. Ketidaktelitian dalam Pengecekan : ketidaktelitian pengguna jasa 

dalam memeriksa tanggal kadaluwarsa RPK dapat berakibat pada 

kapal yang tidak dapat beroperasi jika dokumen telah melewati masa 

berlakunya.  

4. Faktor penyebab pengguna jasa tidak menjalankan proses pengurusan dan 

perpanjangan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). 

Ada banyak pengguna jasa yang tidak memastikan kapan berakhirnya 

expire date pada dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK), sehingga  

membiarkan dokumen tersebut tidak diproses oleh Kantor KSOP Ternate. 

Hal ini dapat mengakibatkan dampak fatal pada pengoeprasian kapal dan 

menyebabkan operasional kapal tidak berjalan dengan baik. Kendala yang 

sering di hadapi meliputi : 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang Profesional : SDM yang 

tidak memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dapat 

menyebabkan proses pengurusan dan perpanjangan dokumen tidak 

dilakukan dengan baik. 

b. Kurangnya Ketelitian SDM : SDM yang kurang teliti dalam memriksa 

dan mengecek dokumen penting dapat menyebabkan dokumen RPK 

tidak diperbarui tepat waktu, yang berdampak pada opersional kapal.  

c. Minimnya Pengecekan Dokumen: Kurangnya perhatian terhadap 

dokumen- dokumen penting yang diperlukan saat kapal melakukan 

kegiatan operasional dapat menyebabkan kelalain dalam proses 

pengurusan dan perpanjangan RPK. 

 



34 
 

5. Dampak yang di sebabkan jika pengurusan RPK mengalami keterlambatan 

Keterlambatan dalam pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain: 

a. Terhambatnya Operasional Kapal : Kapal tidak dapat beroperasi atau 

melakukan aktivitas pelayaran jika dokumen RPK tidak diperbarui 

tepat waktu, yang dapat mengganggu jadwal dan rute pelayaran yang 

telah direncanakan. 

b. Penundaan dalam Pelayanan : Keterlambatan pengurusan RPK dapat 

menyebabkan penundaan dalam pelayanan kapal kepada penumpang 

atau pengangkutan barang, yang berdampak pada ketidaknyamanan 

dan kerugian bagi pengguna jasa. 

c. Peningkatan Biaya : Keterlambatan dalam pengurusan dokumen dapat 

mengakibatkan biaya tambahan, baik untuk perpanjangan dokumen 

yang mendesak maupun biaya operasional yang tidak direncanakan. 

d. Kerugian Waktu: Kapal yang tidak dapat beroperasi pada jadwal yang 

direncanakan dapat menyebabkan kerugian waktu yang signifikan, 

baik bagi operator kapal maupun bagi pengguna jasa. 

  

B. ANALISIS DATA 

1. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK) ? 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) memiliki masa berlaku selama 6 bulan 

sejak tanggal dikeluarkan. Laporan RPK harus diajukan setiap 3 bulan sekali 

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, ditandatangani oleh Direksi 

perusahaan, dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

sebelum berakhirnya masa berlaku RPK. Namun, dalam Standar 

Operasional Prosedur (SOP), pengguna jasa disarankan untuk 

menyampaikan pengurusan dokumen RPK paling lama 7 hari sebelum kapal 

dioperasikan atau sebelum tanggal kedaluwarsa untuk menghindari masalah 

akibat masa berlaku yang mendekat. Pengguna jasa sebaiknya melakukan 

perpanjangan mendekati tanggal kedaluwarsa.  

Dalam pelaksanaannya, masih banyak pengguna jasa yang mengalami 

kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan dan 
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penerbitan persetujuan laporan RPK, sehingga operasional kapal menjadi 

terhambat. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 

sebagai berikut: 

 

a. Ketidaktelitian pengguna jasa Ketidaktelitian pengguna jasa, yaitu 

perusahaan pelayaran, dalam melakukan pengecekan terhadap 

dokumen RPK yang memasuki masa kedaluwarsa dapat menyebabkan 

masalah. Secara tidak langsung, identifikasi berakhirnya atau 

terjadinya kedaluwarsa dokumen RPK dilakukan oleh KSOP Ternate. 

Jika pengguna jasa melakukan pengurusan dokumen RPK tepat waktu, 

sistem dapat memproses perizinan sesuai jadwal. Sebaliknya, jika 

pengguna jasa mengalami keterlambatan dalam pengurusan dokumen 

RPK, sistem secara otomatis tidak dapat memproses perizinan tersebut. 

 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang bertanggung jawab dan 

professional . SDM yang dimiliki perusahaan pengguna jasa kurang 

memenuhi standar yang diperlukan terlihat dari adanya kesalahan 

dalam pengecekan expired date dokumen Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) dan dalam melakukan pengurusan di sistem SIMLALA. 

Selain itu, kurangnya koordinasi antar bagian yang terlibat dalam 

pengurusan RPK, yang biasanya melibatkan beberapa bagian dalam 

perusahaan pengguna jasa, dapat menyebabkan keterlambatan dalam 

penyelesaian tugas-tugas terkait dengan pengurusan RPK. 

 

c. Ketidaktahuan tentang prosedur Rencana Pengoeprasian Kapal 

Ketidaktahuan mengenai prosedur pengurusan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) dapat menjadi faktor signifikan yang menghambat 

kelancaran proses. Banyak pengguna jasa, seperti perusahaan 

pelayaran, mungkin tidak sepenuhnya memahami langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mengajukan, memperpanjang, dan memproses 

dokumen RPK. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan keterlambatan 

dalam pengajuan dokumen, kesalahan dalam pengisian data, atau 

kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Akibatnya, 
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proses perizinan menjadi terhambat, yang berdampak negatif pada 

operasional kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

              Rekapitulasi  perusahaan pelayaran yang mengalami keterlambatan 

pengurusan RPK yang diolah oleh karyawan pada tahun 2022-2023 

 

 Rekapitulasi di atas menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) kapal pengguna jasa 

yang tidak melakukan perpanjangan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

sebelum memasuki masa kedaluwarsa. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam 

pengecekan masa berlaku dokumen, yang mengakibatkan dokumen tidak diperpanjang 

dan, akibatnya, operasional kapal tidak dapat dilanjutkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

  Harga dan estimasi waktu pengerjaan RPK 
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Masa berlaku dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) adalah 6 (enam) 

bulan sejak tanggal dikeluarkan, dengan lama pengerjaan proses persetujuan 

selama 3 (tiga) hari kerja. Jika terjadi keterlambatan dalam pengurusan, baik 

untuk perpanjangan masa berlaku maupun penambahan pelabuhan singgah, dan 

tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, 

maka proses penerbitan persetujuan dapat mengalami keterlambatan. 

Keterlambatan ini sering disebabkan oleh lambatnya pengurusan perpanjangan 

oleh pengguna jasa, yang berdampak pada lamanya proses verifikasi data yang 

dilakukan oleh bagian internal Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut 

(Ditlala).  

                      Gambar 4.4 

Proses verifikasi permohonan RPK akan dilakukan verifikasi oleh 

Pelaksana, Kasi dan Kasubdit yang kemudian dilanjut untuk 

pembayaran PNBP. 

                  Proses verifikasi permohonan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

1. Pengguna jasa melakukan pengajuan permohonan melalui sistem 

SIMLALA  dengan menggunakan akun yang telah di buat sebelumnya. 

2. Setelah mengisi data RPK dan memilih jenis trayek , pengguna jasa 

melakukan submit RPK yang kemudian diproses oleh petugas KSOP. 

3. Petugas KSOP melakukan verifikasi terhadap data RPK yang sudah 

disubmit. 

4. Verifikasi dilakukan oleh KASI dan KASUBDIT. Jika disetujui, 

persetujuan RPK diterbitkan secara elektronik. 

5. Pengguna jasa menerima invoice. 

6. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP . 

7. Pengguna jasa dapat mendownload dan mencetak dokumen RPK. 
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2. Dampak apa yang timbul jika terjadinya keterlambatan pengurusan RPK 

pada kapal ? 

a. Terhambatnya Operasional Kapal 

Kapal tidak dapat beroperasi atau melakukan aktivitas pelayaran jika 

dokumen RPK tidak diperbarui tepat waktu, yang dapat mengganggu 

jadwal dan rute pelayaran yang telah direncanakan. Serta menimbulkan 

ketidakpuasaan pelanggan. 

b. Penundaan dalam Pelayanan  

Keterlambatan dalam pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

dapat mengakibatkan penundaan dalam pelayanan kapal kepada 

penumpang atau pengangkutan barang. Hal ini dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi pengguna jasa dan kerugian finansial, serta 

berdampak negatif pada efisiensi operasi pelabuhan secara keseluruhan. 

Penundaan tersebut sering kali mengganggu jadwal yang telah 

direncanakan, mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan menurunkan 

produktivitas operasional pelabuhan. 

c. Peningkatan Biaya dan Kerugian Waktu  

Keterlambatan dalam pengurusan dokumen dapat mengakibatkan biaya 

tambahan, baik untuk perpanjangan dokumen yang mendesak maupun 

biaya operasional yang tidak direncanakan. Kapal yang tidak dapat 

beroperasi pada jadwal yang direncanakan dapat menyebabkan kerugian 

waktu yang signifikan, baik bagi operator kapal maupun bagi pengguna 

jasa. 

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, 

penulis mencoba untuk memberikan suatu pemecahan masalah. Alternatif 

pemecahan masalah merupakan suatu solusi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Dalam pemecahan masalah penulis menggunakan 

pengetahuan dan pertimbangan dalam memutuskan alternatif mana yang paling 

baik untuk digunakan memecahkan masalah. Adapun alternatif pemecahan 

masalah yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor-Faktor yang menghambat kelancaran pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK). 

Dalam mengatasi masalah yang menghambat kelancarannya maka penulis 

akan mencoba memberikan Alternatif pemecahan masalah atau upaya yang 

dilakukan terhadap kelancaran Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

sebagai berikut: 

a. Memastikan setiap perusahaan pelayaran (pengguna jasa) yang memiliki 

kapal segera melakukan pengecekan pada saat mendekati waktu expired 

date . Setiap perusahaan pelayaran yang memiliki kapal harus 

memastikan bahwa mereka melakukan pengecekan secara berkala 

terhadap dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) terutama saat 

mendekati masa kedaluwarsa. Langkah ini penting untuk memastikan 

bahwa semua persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum 

tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen, sehingga tidak terjadi 

keterlambatan dalam perpanjangan RPK dan operasional kapal dapat 

berjalan lancar tanpa gangguan. 

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk 

memastikan kelancaran pengurusan dokumen operasional kapal, 

termasuk Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Perusahaan pelayaran 

perlu memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab memiliki 

kompetensi yang memadai, profesional, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas mereka. Selain itu, perusahaan juga memiliki 

kewajiban untuk memahami pentingnya dokumen-dokumen tersebut 

dalam operasional kapal. Melalui pelatihan yang tepat dan 

pengembangan kompetensi, SDM dapat memahami dan menjalankan 

peran mereka secara efektif, memastikan bahwa semua dokumen penting 

selalu diperbarui dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

c. Mengadakan program penyuluhan dan edukasi untuk perusahaan 

pelayaran dan staf terkait tentang prosedur pengurusan RPK. Ini dapat 

dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi langsung yang 

menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, dokumen yang 

diperlukan, dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. 
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2. Dampak yang timbul jika terjadinya keterlambatan pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK) pada kapal. 

Dalam mengatasi masalah yang timbul jika terjadinya keterlambatan 

pengurusan maka penulis akan mencoba memberikan alternatif  

pemecahan masalah atau upaya untuk mengatasi terjadi nya lagi 

keterlambatan pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)  

sebagai berikut: 

a. Penerapan Sistem Pengingat Otomatis 

Menggunakan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi 

kepada pihak yang bertanggung jawab sebelum dokumen RPK 

kadaluarsa. Ini membantu memastikan bahwa semua langkah 

pengurusan dilakukan tepat waktu. 

b. Penyederhanaan Proses Pengurusan RPK 

Menyederhanakan prosedur pengurusan RPK dengan mengurangi 

tahapan yang tidak perlu dan mempercepat alur kerja internal. 

Menggunakan teknologi digital seperti sistem pengajuan online dapat 

membantu mempercepat proses. 

c. Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal 

Meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dalam 

perusahaan dan dengan otoritas maritim. Ini bisa termasuk penetapan 

tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 

dokumen dan persyaratan dipenuhi tepat waktu. 

 

D. EVALUASI TERHADAP ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

Alternatif pemecahan masalah yang diajukan harus dievaluasi dari segi kelemahan 

dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan, kerugian dan keuntungan dan lain 

sebagainya untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam memilih 

pemecahan masalah yang tepat, di bawah ini evaluasi terhadap alternatif 

pemecahan masalah : 

1. Faktor-Faktor yang menghambat kelancaran Pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK). 

a. Memastikan setiap perusahaan pelayaran (pengguna jasa) yang memiliki 

kapal segera melakukan pengecekan pada saat mendekati waktu expired 
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date . Setiap perusahaan pelayaran yang memiliki kapal harus memastikan 

bahwa mereka melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) terutama saat mendekati masa 

kedaluwarsa. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua 

persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum tanggal 

berakhirnya masa berlaku dokumen, sehingga tidak terjadi keterlambatan 

dalam perpanjangan RPK dan operasional kapal dapat berjalan lancar 

tanpa gangguan. 

       Kelebihan    :    Mencegah Keterlambatan 

       Kekurangan :    Biaya tambahan dan kewajiban administratif 

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk 

memastikan kelancaran pengurusan dokumen operasional kapal, termasuk 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Perusahaan pelayaran perlu 

memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab memiliki kompetensi 

yang memadai, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas mereka. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk 

memahami pentingnya dokumen-dokumen tersebut dalam operasional 

kapal. Melalui pelatihan yang tepat dan pengembangan kompetensi, SDM 

dapat memahami dan menjalankan peran mereka secara efektif, 

memastikan bahwa semua dokumen penting selalu diperbarui dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

       Kelebihan     :   Peningkatan kompetensi dan kinerja 

       Kekurangan  :  Biaya pelatihan dan waktu yang diperlukan 

c. Mengadakan program penyuluhan dan edukasi untuk perusahaan 

pelayaran dan staf terkait tentang prosedur pengurusan RPK. Ini dapat 

dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi langsung yang 

menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, dokumen yang 

diperlukan, dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. 

       Kelebihan     :  Peningkatan pemahaman dan Pengurangan kesalahan 

       Kekurangan  :  Biaya dan sumber daya 

2. Dampak yang timbul jika terjadinya keterlambatan pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK) pada kapal. 
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a. Penerapan Sistem Pengingat Otomatis 

Menggunakan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi 

kepada pihak yang bertanggung jawab sebelum dokumen RPK kadaluarsa. 

Ini membantu memastikan bahwa semua langkah pengurusan dilakukan 

tepat waktu. 

       Kelebihan   :   Pencegahan Keterlambatan 

       Kekurangan : Biaya implementasi dan Ketergantungan pada 

teknologi 

b. Penyederhanaan Proses pengurusan RPK 

Menyederhanakan prosedur pengurusan RPK dengan mengurangi tahapan 

yang tidak perlu dan mempercepat alur kerja internal. Menggunakan 

teknologi digital seperti sistem pengajuan online dapat membantu 

mempercepat proses. 

       Kelebihan  :  Peningkatan efisiensi 

       Kekurangan : Biaya implementasi teknologi 

c. Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal 

Meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dalam perusahaan 

dan dengan otoritas maritim. Ini bisa termasuk penetapan tim khusus 

yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen dan 

persyaratan dipenuhi tepat waktu. 

       Kekurangan : Koordinasi yang lebih baik 

       Kelebihan : Kebutuhan untuk tim dan Sumber daya tambahan 

 

E. PEMECAHAN MASALAH 

Setelah melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif pemecahan masalah, 

dalam             mengatasi hambatan pengurusan dokumen RPK , penulis bisa menentukan 

alternatif mana yang tepat untuk dipilih sebagai pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-Faktor yang menghambat kelancaran Pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK). 

a. Ketidaktelitian pengguna jasa (perusahaan pelayaran) dalam melakukan 

pengecekkan terhadap dokumen RPK yang memasuki expired date 

dalam hal ini penulis melakukan pemecahan masalah dengan  
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Memastikan setiap perusahaan pelayaran (pengguna jasa) yang memiliki 

kapal segera melakukan pengecekan pada saat mendekati waktu expired 

date Setiap perusahaan pelayaran yang memiliki kapal harus memastikan 

bahwa mereka melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) terutama saat mendekati masa 

kedaluwarsa. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua 

persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum tanggal 

berakhirnya masa berlaku dokumen, sehingga tidak terjadi keterlambatan 

dalam perpanjangan RPK dan operasional kapal dapat berjalan lancar 

tanpa gangguan. 
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Keterangan : 

1. Warna putih : RPK masih berlaku 

2. Warna kuning : terlambat pengurusan RPK 

3. Warna merah : RPK sudah berakhir atau kapal rusak atau tidak beroperasi 
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                                                        Gambar 4.5 

Rekapitulasi data keterlambatan pengurusan RPK, RPK sudah berakhir 

atau kapal rusak atau tidak beroperasi dan RPK masa berlaku di olah oleh 

KSOP Kelas II Ternate 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang bertanggung jawab dan 

professional dalam hal ini penulis melakukan pemecahan masalah dengan 

meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk 

memastikan kelancaran pengurusan dokumen operasional kapal, termasuk 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Perusahaan pelayaran perlu 

memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab memiliki kompetensi 

yang memadai, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas mereka. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk 

memahami pentingnya dokumen-dokumen tersebut dalam operasional 

kapal. Melalui pelatihan yang tepat dan pengembangan kompetensi, SDM 

dapat memahami dan menjalankan peran mereka secara efektif, 

memastikan bahwa semua dokumen penting selalu diperbarui dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

c. Ketidaktahuan tentang prosedur Rencana Pengoeprasian Kapal 

Ketidaktahuan mengenai prosedur pengurusan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) dalam hal ini penulis melakukan pemecahan masalah 

dengan Mengadakan program penyuluhan dan edukasi untuk perusahaan 
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pelayaran dan staf terkait tentang prosedur pengurusan RPK. Ini dapat 

dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi langsung yang 

menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, dokumen yang 

diperlukan, dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.6 

              Layanan pengaduan simlala 

 

2. Dampak yang timbul jika terjadinya keterlambatan pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK) pada kapal. 

a. Terhambatnya Operasional Kapal tidak dapat beroperasi atau melakukan 

aktivitas pelayaran jika dokumen RPK tidak diperbarui tepat waktu hal ini 

penulis melakukan pemecahan masalah Menggunakan sistem pengingat 

otomatis yang mengirimkan notifikasi kepada pihak yang bertanggung 

jawab sebelum dokumen RPK kadaluarsa. Ini membantu memastikan 

bahwa semua langkah pengurusan dilakukan tepat waktu. 

b. Penundaan dalam Pelayanan pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) dapat mengakibatkan penundaan dalam pelayanan kapal kepada 

penumpang atau pengangkutan barang hal ini penulis melakukan 

pemecahan masalah Menyederhanakan prosedur pengurusan RPK dengan 

mengurangi tahapan yang tidak perlu dan mempercepat alur kerja internal. 

Menggunakan teknologi digital seperti sistem pengajuan online dapat 

membantu mempercepat proses. 
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c. Peningkatan Biaya dan Kerugian Waktu dalam pengurusan dokumen 

RPK dapat mengakibatkan biaya tambahan hal ini penulis melakukan 

pemecahan masalah Meningkatkan koordinasi antara berbagai 

departemen dalam perusahaan dan dengan otoritas maritim. Ini bisa 

termasuk penetapan tim khusus yang bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan dipenuhi tepat 

waktu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis dapat 

memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruh atau menghambat pengurusan Rencana 

Pengoperasian Kapal (RPK) dan Dampak apa yang timbul jika terjadinya 

keterlambatan pengurusan RPK pada kapal . Hal tersebut diringkas pada 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor faktor yang menghambat pengurusan Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) dikarenakan ketidaktelitian pengguna jasa (perusahaan 

pelayaran) dalam melakukan pengecekkan terhadap dokumen RPK yang 

memasuki expired date. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang 

bertanggung jawab dan professional . SDM yang dimiliki perusahaan 

pengguna jasa kurang memenuhi standar yang diperlukan terlihat dari 

masih adanya kesalahan dalam pengecekan expired date kapan harus di 

perpanjangan dan dilakukan pengurusan pada sistem SIMLALA.. 

 

2. Dampak yang timbul jika terjadinya Keterlambatan dalam pengurusan 

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dapat mengakibatkan beberapa 

dampak signifikan. Pertama, kapal tidak dapat beroperasi jika dokumen 

izin belum diperpanjang, sehingga menyebabkan penundaan dalam 

pelayanan kapal, baik untuk penumpang maupun pengangkutan barang. 

Kedua, penundaan ini dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya, 

terutama jika barang yang diangkut memiliki waktu yang sensitif. 

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa proses pengurusan 

RPK dilakukan secara tepat waktu guna menghindari kerugian 

operasional dan finansial. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil proses dan pembahasan dalam penelitian ini, 

penulis                    merumuskan beberapa masukan berupa saran. Adapun saran yang 

disampaikan penulis yang bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang 

mempengaruh atau menghambat pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal 

(RPK) dan dampak apa yang timbul jika terjadinya keterlambatan pengurusan 

RPK pada kapal yaitu 

1. Dalam mengatasi permasalahan pertama, Faktor faktor yang 

menghambat pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) 

dengan cara Memastikan setiap perusahaan pelayaran (pengguna jasa) 

yang memiliki kapal segera melakukan pengecekan pada saat 

mendekati waktu expired date . Setiap perusahaan pelayaran yang 

memiliki kapal harus memastikan bahwa mereka melakukan 

pengecekan secara berkala terhadap dokumen Rencana Pengoperasian 

Kapal (RPK) terutama saat mendekati masa kedaluwarsa. Langkah ini 

penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan 

teknis terpenuhi sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen, 

sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam perpanjangan RPK dan 

operasional kapal dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk 

memastikan kelancaran pengurusan dokumen operasional kapal, 

termasuk Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).  

 

2. Untuk mengatasi permasalahan kedua, ada beberapa langkah yang 

dapat diambil. Pertama, dengan menggunakan sistem pengingat 

otomatis yang mengirimkan notifikasi kepada pihak yang bertanggung 

jawab sebelum dokumen RPK kedaluwarsa. Langkah ini membantu 

memastikan bahwa semua tahapan pengurusan dilakukan tepat waktu. 

Kedua, menyederhanakan prosedur pengurusan RPK dengan 
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mengurangi tahapan yang tidak perlu dan mempercepat alur kerja 

internal.  
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  tentang Pelayaran 

 

LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 : Surat Rencana Pengoperasian Kapal dari beberapa perusahaan pelayaran 
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan Berlayar 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

Lampiran 3 :  Contoh Invoice RPK Liner 
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Lampiran 4 : Kuesioner Pelayanan Sistem SIMLALA 
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LEMBAR WAWANCARA 

 

        Wawancara yang dilakukan peneliti tentang keterlambatan pengguna jasa terhadap 

pengurusan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) pada aplikasi SIMLALA di 

pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data 

dan keterangan untuk mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Hasil wawancara yang 

dilakukan penulis sebagai berikut: 

Wawancara dengan responden 1: 

Narasumber : Pak Ahmad 

Jabatan     : Staff Operasional PT Aksar Saputra Lines 

 

1.   Menurut bapak , bagaimana kinerja operasional kapal pada pengurusaan  

  RPK menggunakan aplikasi SIMLALA? 

  Jawaban         : 

Ya bagus. Ini kan sistem yang tujuannya biar pelayanan operasional kapal bisa 

lebih praktis soalnya udah online semua. cuman yang namanya sesuatu kalo 

online pasti masih banyak kurangnya. 

2.   Apa kendala yang terjadi pada penggunaan aplikasi SIMLALA? 

  Jawaban         : 

  Kendala yang sering dihadapi sih biasanya ya server down tapi kami maklumi   

karena itu hal wajar jika banyak yang pakai atau bisa juga dalam pembaruan 

sistem. 

3. Menurut bapak lebih nyaman menggunakan SIMLALA atau sistem manual? 

Jawaban : 

Ya pasti enak SIMLALA ya, karena semua sudah berjalan dengan sistem dan 

tidak perlu dating ke kantor. Tinggal tunggu approval aja dari petugas operator 

dan melakukan pembayaran melalui m-banking. 

4. Apa harapan bapak dengan penggunaan sistem SIMLALA dalam pelayanan 

operasional kapal? 

Jawaban : 

Ya harapannya supaya sistem SIMLALA ini bisa dimaksimalkan, supaya 

pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Dan juga biar orang operasional 

yang lain bisa cepet hapal dan paham alur sistemnya. 
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Lampiran 6 : Tutorial Pembuatan RPK 

1) Untuk pembuatan RPK Liner, pengguna perlu mengakses sub menu 

“Pendaftaran RPK Liner” pada menu “RPK Liner” di navigasi       

permohonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pemohon harus memasukkan Nomor Pemohonan dan Tanggal 

Permohonan. Pemohon diharuskan memilih nama kapal dengan 

meneken tombol biru pada field Nama Kapal 

3) Nama kapal yang dipilih adalah nama kapal yang telah terdaftar spek 

kapalnya diperusahaan pemohon dan tidak sedang dalam proses 

verifikasi. Anda dapat memilih kapal yang ingin diajukan dengan 

mengklik pada baris kapal tersebut dan setelah selesai harap tekan 

tombol “Pilih”. 

4) Setelah dipilih, cek kembali data kapal yang di pilih tersebut 

ekmudian masukan ukuran periode masa berlaku RPK (secara 

otomatis berlaku selama 6 bulan). Pastikan semua isian dengan label 

(*) sudah terisi. 

5) Pemohon dapat menambah  pelabuhan yang akan disinggahi dengan 

menekan tombol “Tambah”. Jumlah pelabuhan paling banyak yang 

dapat di input adalah 40 pelabuhan. 

6) Pemohon kemudian mengisi daftar muatan yang dibawa, dengan 

menekan tombol “Tambah”. 

7) Pastikan telah mengisi voyage report untuk kapal tersebut untuk 

waktu 6 bulan terakhir. Isian pada table ini secara otomatis diambil 
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dari isian voyage report kapal yang telah dipilih. Jika tidak ada isian 

pada tabel ini, pemohon diharapkan melakukan pengisian viyage 

report 6 bulan terakhir lalu memilih ulang kembali kapal pada isisan 

nama kapal di bagian atas halaman ini. 

8) Pemohon diwajibkan untuk meng-upload dokumen-dokumen 

pendukung dengan mengklik tombol “Upload”. Dokumen yang 

dapat di upload hanya dengan format PDF. 

9) Dokumen persyaratan yang sudah di “Upload” oleh pemohon 

dengan format pdf dan ukuran PDF tidak boleh melebihi 1 mb. 

10) Pemohon diharuskan menyetujui disclaimer dengan mencentang 

checkbox yang ada lalu menekan tombol “Simpan”. Jika ada 

pengisian data yang salah, pemohon akan menerima pesan error dan 

field isian yang bermasalah akan ditandai dengan warna merah. 

Setelah diperbaiki pemohon dapat menekan kembali tombol 

“Simpan” jika checkbox sudah tercentang. 

11) Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul pesan 

“Permohonan RPK Liner Berhasil di Simpan”. 
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